


KAMPUS MERDEKA
DI 

PERGURUAN TINGGI 
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

Penyunting: 
Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

Penulis: 
Achmad Muchaddam Fahham

Elga Andina
Fieka Nurul Arifa

Yulia Indahri



Judul:
Kampus Merdeka di 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xi+99 hlm; 14,5x21 cm
ISBN: 978-623-6716-08-3
Cetakan Pertama, 2021

Penulis:
Achmad Muchaddam Fahham
Elga Andina
Fieka Nurul Arifa
Yulia Indahri

Penyunting
Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

Pemeriksa Naskah Cetak
Kisno Umbar

Desain Sampul:
Fajar Wahyudi

Tata Letak:
Yulia Indahri

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I lt. 2
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja Sama dengan:
Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jawa Timur
Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro No 42 Merjosari
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0341) 573650 Fax. (0341) 588010
redaksi.intrans@gmail,com
http://intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu 
miliar rupiah). 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam 
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000 (empat miliar rupiah).



iii

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada para 
peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga 
tim peneliti bidang Kesejahteraan Sosial dapat menyelesaikan 
penulisan buku yang berjudul “Kampus Merdeka di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. 

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian mengenai kebijakan 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan pemerintah 
sejak awal 2020. Kajian ini menarik, karena dapat digunakan sebagai 
pemantik diskusi mengenai pendidikan tinggi secara umum di 
Komisi X, dan juga pendidikan tinggi keagamaan di Komisi VIII. 
Penulis memahami bahwa perguruan tinggi keagamaan memiliki 
dua mandat untuk mengembangkan rumpun ilmu. Rumpun 
ilmu pertama adalah ilmu agama, dan rumpun kedua adalah ilmu 
humaniora, sosial, alam, dan terapan. Pengembangan rumpun ilmu 
keagamaan berada di bawah naungan Kementerian Agama sementara 
untuk rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, dan terapan di bawah 
naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti dan menjadi bagian 
terbesar dari buku ini berjudul “Respons PTKIN terhadap Kebijakan 
Kampus Merdeka-Merdeka Belajar: Studi Kasus UIN Bandung dan 
UIN Banten”. Penelitian dilakukan oleh keempat peneliti yaitu Dr. 
Achmad Muhaddam F., S.Ag., M.A., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., 
Fieka Nurul Arifa, M.Pd., dan Yulia Indahri, S.Pd., M.A., dengan 
bidang kepakaran yang berbeda-beda.

Buku ini mengulas berbagai hal mengenai upaya UIN 
Bandung dan UIN Banten dalam merespons kebijakan Kampus 
Merdeka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampus 
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Merdeka disambut baik oleh UIN Bandung dan UIN Banten. Akan 
tetapi sambutan kedua UIN ini berbeda. UIN Bandung menyambut 
dengan menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Kampus 
Merdeka melalui Surat Keputusan Rektor UIN Bandung. Pedoman 
tersebut selanjutnya menjadi rujukan bersama civitas akademika 
UIN Bandung dalam melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka, 
mulai dari tingkat fakultas hingga program studi (prodi). Sementara 
UIN Banten meskipun menyambut baik kebijakan tersebut, hingga 
penelitian yang dilakukan selesai dilaporkan, belum menyusun 
pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka. Akibatnya 
fakultas dan prodi belum memiliki rujukan yang baku untuk 
melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka.

Saya berharap hasil penelitian dan kajian literatur yang telah 
disusun di buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan 
pendidikan tinggi keagamaan Islam secara khusus. Apalagi saat ini 
sudah ada kesamaan pemahaman dari Pemerintah dan DPR RI 
bahwa sistem pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan 
dengan tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang 
mendalam untuk para penulis yang secara inovatif dan konstruktif 
telah berusaha menuangkan hasil pemikiran mereka yang terbaik 
bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Buku ini sangat layak 
dibaca para pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati 
pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selamat 
membaca. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2021
Kepala Pusat Penelitian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
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Prolog

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indikator kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat diukur 
dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 
arti sumber daya manusia yang dari segi kuantitas dan kuantitas 
tinggi. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme 
(UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya 
manusia beserta sumber daya yang dimiliknya dalam pembangunan. 
Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama 
pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan, dan standar hidup layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia pada 
tahun 2020 berada di posisi 70,94. Ada kenaikan sebesar 0,02 poin 
dibandingkan tahun 2019 yang berada di posisi 70,92. Angka IPM 
yang berada di rentang 70–80 mengindikasikan bahwa skornya 
tinggi. Dengan kata lain, pada tahun 2020 Indonesia menduduki 
peringkat ke 107 dari 189 negara yang dianalisis oleh UNDP, 
di mana Indonesia masih berada di peringkat tengah, meskipun 
jika merujuk kepada skor IPM RI versi UNDP, maka statusnya 
tergolong tinggi. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih menduduki peringkat 
kelima dan masih kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, 
Malaysia, dan Thailand.

Terlebih lagi apabila memperhatikan kondisi terkini, sejak 
tahun 2020 pertumbuhan IPM di tingkat nasional dan daerah 
menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi 
COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di 
dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh 
melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, 
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serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari 
kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia di 
bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk melakukan 
percepatan peningkatan IPM melalui reformasi sistem pendidikan 
nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem 
Makarim, melakukan terobosan baru yang bagi saya bisa dibilang 
“Snowball Progressive Policy”, yakni menerapkan kebijakan Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dituangkan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
di Perguruan Tinggi.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut menuntut 
setiap perguruan tinggi (PT) agar menyiapkan civitas akademikanya 
mampu menghadapi tuntutan perubahan sosial, budaya, teknologi, 
dan dunia kerja yang demikian pesat. Ruh kebijakan tersebut yang 
sangat terasa dalam kebijakan MBKM meliputi empat kebijakan 
utama, yaitu: (1) Kemudahan pembukaan program studi baru; (2) 
Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) Kemudahan 
perguruan tinggi menjadi badan hukum; dan (4) Hak belajar tiga 
semester di luar program studi (prodi). Mahasiswa juga diberikan 
kebebasan untuk mengambil SKS di luar prodi, tiga semester yang 
dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT 
dan atau pembelajaran di luar PT.

Kalangan PT keagamaan Islam negeri (PTKIN) tentu 
saja sangat menyambut positif kebijakan ini, karena program 
MBKM memberikan kebebasan dan ruang yang sangat luas bagi 
seluruh civitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa dalam 
melaksanakan setiap program akademik dan non-akademik yang 
berorientasi kepada peningkatan mutu lulusan yang unggul dan 
kompetitif, memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang 
tinggi sesuai di bidang keahliannya, serta memiliki kemandirian, 
profesionalisme, dan berdaya saing sesuai kebutuhan pengguna 
(stakeholders).
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Hal inilah yang kemudian menarik bagi tim peneliti Pusat 
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, untuk mengangkat penerapan 
MBKM di PTKIN menjadi sebuah penelitian yang kini telah 
disajikan menjadi sebuah buku yang sangat lengkap bertajuk 
“Respons PTKIN terhadap Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka 
Belajar: Studi Kasus UIN Bandung dan UIN Banten”. Saya sangat 
mengapresasi dan menyambut gembira, buku hasil penelitian yang 
dilakukan empat peneliti DPR RI yaitu Dr. A. Muhaddam Fahham, 
S.Ag., M.A., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., Fieka Nurul Arifa, M.Pd.,  
dan Yulia Indahri, S.Pd., M.A., dengan bidang kepakaran yang 
berbeda-beda akhirnya selesai.

Dalam buku ini disajikan paparan secara komprehensif 
tentang bagaimana respons PT yang menyambut positif kebijakan 
penerapan MBKM di PTKIN melalui studi perbandingan di UIN 
Bandung dan UIN Banten. Buku ini juga telah memaparkan secara 
sistematis dan lengkap mengenai tahapan-tahapan MBKM di 
PTKIN, mulai dari penyusunan peraturan universitas dalam bentuk 
panduan atau petunjuk teknis, peninjauan kurikulum melalui 
workshop, penyusunan rencana pembelajaran, mekanisme/proses 
pembelajaran dan praktikum, bimbingan dan supervisi, hingga 
evaluasinya. 

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini juga 
dapat menjadi sebuah “potret” bagi khalayak untuk melihat lebih 
detail tentang penerapan MBKM di PTKIN. Dalam buku ini 
terlihat bagaimana upaya PTKIN memberikan “hak belajar tiga 
semester di luar program studi”, meningkatkan kompetensi lulusan, 
baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan 
kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa 
depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, serta memberikan 
program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel 
yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan 
potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Seperti halnya para penulis yang telah dengan susah payah 
menyusun buku ini, saya juga berharap buku hasil penelitian 
ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan 
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kebijakan pendidikan tinggi pada umumnya, dan pendidikan 
tinggi keagamaan Islam pada khususnya. Apalagi saat ini sudah ada 
kesamaan pemahaman dari Pemerintah dan juga DPR RI bahwa 
sistem pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan 
dengan tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan. Saya 
sepakat dengan quote dari Nelson Mandela, “Education is the most 
powerful weapon which you can use to change the world in the future”.

Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis 
yang telah dengan susah payah bekerja keras secara inovatif dan 
konstruktif menyusun buku ini. Buku ini sangat layak dibaca para 
pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati pendidikan 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga buah pena 
hasil pemikiran mereka yang terbaik ini dapat memberikan banyak 
kontribusi dan manfaat untuk kemajuaan pembangunan masyarakat 
Indonesia. 

Aamiiin Yaa Robbal ‘Alamiin…

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2021
Penyunting

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.
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Epilog

Diskusi dengan UIN Bandung dan UIN Banten 
memperlihatkan bahwa terdapat gap yang cukup jauh antara kedua 
PTKIN dalam menyikapi kebijakan Kampus Merdeka. Untuk UIN 
Bandung yang tergolong lebih cepat, tercatat ada lima hambatan 
yang menjadi kendala pelaksanaan Kampus Merdeka. Pertama, 
keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kependidikan 
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan. Kedua, 
keterbatasan sarana dan prasarana kegiatan akademik (pembelajaran) 
dan non-akademik (penunjang). Ketiga, keterbatasan sistem jaringan 
(networking-system) untuk membangun kemitraan inter- dan antar-
lembaga. Keempat, keterbatasan anggaran pada setiap PTKIN 
untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka. Kelima, belum 
dilaksanakannya kebijakan otonomi PT dengan semua dimensinya.

Sedangkan di UIN Banten, tantangan pelaksanaan Kampus 
Merdeka terlihat dari mekanisme pembukaan prodi baru, sistem 
akreditasi PT, dampak perubahan menjadi PTN-BH, dan juga 
kegiatan bagi mahasiswa, yang semuanya merupakan program 
unggulan dari Kampus Merdeka.

Berbagai hambatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 
PTKIN. UIN Bandung tetap berkomitmen untuk melaksanakan 
kebijakan Kampus Merdeka dengan berbagai upaya, seperti pertama, 
mengembangkan kurikulum dan pembelajaran secara inter- dan 
antar-lembaga, dan multidisipliner pada setiap fakultas, jurusan, dan 
prodi. Kedua, menambah kelengkapan jumlah SDM tenaga pendidik 
dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 
relevan dengan kebutuhan institusi. Ketiga, menyediakan sarana 
dan prasarana kegiatan akademik (pembelajaran) dan non-akademik 
(penunjang) sesuai dengan kemampuan anggaran. Keempat, 
perluasan sistem jaringan (networking-system) dan membangun 
berbagai kemitraan inter- dan antar-lembaga melalui MoU (tingkat 
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universitas) dan MoI (tingkat fakultas/jurusan/prodi). Kelima, 
meningkatkan kemampuan anggaran di UIN Bandung melalui 
Optimalisasi Pusat Bisnis dan pendapatan BLU UIN Bandung, dan 
sumber lain yang halal baik melalui hibah murni dan kemitraan. 
Keenam, menerapkan kebijakan otonomi PT dengan semua 
dimensinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi 
yang ada pada UIN Bandung, baik pada tingkat universitas, jurusan 
maupun prodi.

UIN Banten mencoba memulai kebijakan Kampus Merdeka 
dengan melibatkan tokoh dan pakar pendidikan. Hasil webinar 
dengan beberapa tokoh dan praktisi pendidikan tinggi menjadi 
kertas kerja awal yang cukup operasional untuk diterapkan. UIN 
Banten meyakini bahwa upaya mengembangkan PT ke arah yang 
lebih baik, seperti hanya kebijakan Kampus Merdeka, dimulai 
dengan niat baik bahwa pendidikan tinggi milik bersama dan 
didiskusikan kemajuannya bersama-sama. 

Sebagai awal melangkah, UIN Banten mengingatkan bahwa 
pemimpin PTKIN perlu mempraktikkan tujuh prinsip dasar 
dari tata kelola kelembagaan (good governance). Pertama, prinsip 
akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil 
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan 
masyarakat baik dosen maupun mahasiswa. Kedua, pengawasan, 
yakni meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan 
tata kelola kelembagaan di Fakultas Syariah dengan melibatkan para 
pihak baik swasta dan masyarakat luas (dosen dan mahasiswa). 

Ketiga, daya tanggap artinya meningkatkan kepekaan para 
penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat (dosen 
dan mahasiswa) tanpa memihak kepada kepentingan tertentu.
Keempat, profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan 
moral penyelenggaraan kelembagaan agar mampu memberi 
pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. 
Kelima, efisiensi dan efektivitas, yang menjamin terselenggaranya 
pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya 
yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 
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Keenam, transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pimpinan dan dosen atau pimpinan dan mahasiswa 
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam 
memperoleh informasi yang terkait dengan urusan kelembagaan. 
Dan terakhir, ketujuh, partisipasi, yaitu mendorong setiap 
warga (dosen/mahasiswa) untuk mempergunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, 
yang menyangkut kepentingan dosen, staf dan mahasiswa, baik 
secara langsung maupun tidak langsung.
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Dalam buku ini disajikan paparan secara komprehensif tentang 
bagaimana respons PT yang menyambut positif kebijakan penerapan 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui studi perbandingan di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan UIN Banten. Buku 
ini juga telah memaparkan secara sistematis dan lengkap mengenai 
tahapan-tahapan MBKM di PTKIN, mulai dari penyusunan peraturan 
universitas dalam bentuk panduan atau petunjuk teknis, peninjauan 
kurikulum melalui workshop, penyusunan rencana pembelajaran, 
mekanisme/proses pembelajaran dan praktikum, bimbingan dan 
supervisi, hingga evaluasinya.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini juga 
dapat menjadi sebuah “potret” bagi khalayak untuk melihat lebih 
detail tentang penerapan MBKM di PTKIN. Dalam buku ini terlihat 
bagaimana upaya PTKIN memberikan “hak belajar tiga semester di 
luar program studi”, meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills 
maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan 
zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa 
yang unggul dan berkepribadian, serta memberikan program-program 
experiential learning dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan dapat 
memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan 
passion dan bakatnya.


